SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas aparatur di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temangung dan
meminimalisisr kerugian Negara/daerah serta gratifikasi,
maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 3);



13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 68);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

Pasal l

Ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2021 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 68),
diubah sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.

(2) Bagi Pegawai yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan Januari
dan bulan Juni, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan
yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai.

(3) Dalam hal Pegawai pindah tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun
Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusan mutasi,
maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang
bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai.

(4) Bagi Pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHKASN sampai dengan batas
waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan
berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan
LHKPN dan LHKASN.



(5) Pegawai yang masih tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian
Negara/daerah yang sedang ditangani oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
dan/atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan sampai yang bersangkutan
menyelesaikan kewajibannya.

(6) Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit
Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan 1 (satu)
bulan berikutnya.

(7) Inspektur Kabupaten melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 96




